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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul Tata Kelola
Pemerintahan Desa dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir
sebagai bahan bacaan yang membahas berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari tugas dan fungsi
pemerintahan, pengelolaan administrasi, hingga pelayanan kepada
masyarakat.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis dengan
bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat membantu pembaca
mengenal prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Berbagai pembahasan yang disampaikan diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai peran desa dalam mendukung
pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Buku ini diterbitkan untuk masyarakat umum dan dipasarkan
secara luas agar dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki
perhatian terhadap pemerintahan desa dan pembangunan
masyarakat. Semoga buku ini memberikan manfaat, menambah
wawasan, serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi para
pembaca.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penyusun
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